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ABSTRAK 

 

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN 

KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) DI KABUPATEN ACEH BARAT 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 

sampai tahun 2021, dan tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 sampai tahun 2021. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 

melakukan analisis perhitungan rumus efektivitas dan kontribusi. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. 

Data yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat 

khusunya pada bagian data target dan realisasi Retribusi Daerah. Dengan olahan 

data menggunakan software Microsoft Excel 2010. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Retribusi 

Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 

masih kurang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Secara rata-

rata tingkat efektivitas Retribusi Daerah hanya mencapai sebesar 75,72% dengan 

kriteria kurang efektif. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 

dinilai sangat kurang berkontribusi. Secara rata-rata kontribusi Retribusi Daerah 

hanya memperoleh sebesar 4,29% yang berarti kontribusinya dengan kriteria 

sangat kurang. 

 

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli 

Daerah. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF RECEIPT OF REGIONAL 

FEES AND CONTRIBUTIONS TO INCREASING REGIONAL ORIGINAL 

INCOME (PAD) IN ACEH BARAT REGENCY 

This study aims to determine how much the effectiveness of West Aceh 

District retribution revenue in 2017 to 2021, and the level of contribution of 

regional levies to West Aceh Regency's original regional income (PAD) in 2017 to 

2021. 

This study uses a quantitative descriptive method by analyzing the 

effectiveness and contribution formula calculations. The data collection technique 

used is literature study and documentation. The data used is data on local revenue 

for West Aceh Regency, especially in the target data section and the realization of 

regional retribution. By processing the data using Microsoft Excel 2010 software. 

The results of this study indicate that the level of effectiveness of the 

regional levies of West Aceh Regency in the period 2017 to 2021 is still less 

effective in increasing local revenue. On average, the level of effectiveness of 

regional levies only reached 75.72% with the criteria of being less effective. The 

contribution of regional retribution to the original regional income of West Aceh 

Regency in the period 2017 to 2021 is considered very less contributing. On 

average, the contribution of regional retributions is only 4.29%, which means that 

the contribution with the criteria is very less. 

 

Keywords: Effectiveness, Contribution, Regional Retribution, and Local 

Revenue. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pada era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan dana dan 

pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah. Salah satu sumber 

dana yang dipakai Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan ialah 

tabungan pemerintah, yaitu selisih antara pendapatan daerah dan belanja harian 

(Hanipah, 2015). Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah 

Daerah diberikan kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan segala urusan 

pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, dan pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan daerah dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu hal 

yang menjadi modal penyelenggaraan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli 

Daerah (Putra, 2014). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima 

daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya dan dipungut sesuai dengan 

peraturan daerah (PERDA). PAD diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan 

bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Hamsiah, 

2019:81). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 terdiri dari Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, 

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Berdasarkan kewenangan tersebut, setiap daerah khususnya Kabupaten 

Aceh Barat harus mampu mengidentifikasi potensi dan mengenali sumber daya 
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yang dimilikinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat diharapkan lebih 

menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah terutama untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui PAD. 

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Aceh Barat berasal dari Retribusi Daerah. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa “Retribusi Daerah 

adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan daerah dan pembangunan daerah buat menetapkan otonomi daerah 

yang luas, nyata, serta bertanggung jawab”. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah 

wajib memaksimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan lewat Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terutama Retribusi Daerah. Perlu dilihat tingkat efektivitas 

dari penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Utami, 2018). 

Efektivitas Retribusi Daerah sendiri adalah penilaian kinerja pemungutan 

Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun 

anggaran, apakah telah efektif atau belum dapat dilihat dari persentase penerimaan 

Retribusi Daerah yang terealisasi dibandingkan dengan target yang sudah 

ditetapkan, dan tercapainya efektivitas Retribusi Daerah apabila pencapaiannya 

melebihi target yang hendak dicapai (Octovido, 2014). Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah 

yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali 

sumber-sumber pemasukan baru yang potensinya memungkinkan sehingga bisa 

dipungut retribusinya (Asriat, 2017). 
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Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah sendiri digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah terhadap penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahuinya dilakukan dengan 

membandingkan penerimaan Retribusi Daerah dengan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah. Semakin besar hasil yang dicapai maka semakin besar peranan 

Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya 

jika hasil perbandingan tersebut terlalu kecil maka peranan Retribusi Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Wahyuni, 2020). 

Dalam memaksimalkan kontribusinya, Pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat menerbitkan peraturan daerah Qanun Aceh Barat tentang pengelolaan 

Retribusi Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan 

ketiga atas  Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Jasa Umum. 

2. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan 

ketiga atas  Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Jasa Usaha. 

3. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan 

atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Aceh Barat dalam rangka 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta guna meningkatkan 

efektivitas, kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi 

penerimaan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan 
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perubahan atas peraturan daerah tentang pengelolaan Retribusi Daerah. Sehingga 

guna mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Barat 

menjadikan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber dana Pendapatan Asli 

Daerah yang potensial. Dimana jika dalam pelaksanaanya bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Aceh Barat belum dapat memberikan kinerja yang baik dalam 

mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah khususnya dari Retribusi Daerah 

maka tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan perekonomian. Sebaliknya 

jika semakin tinggi tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula 

kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, sehingga menunjukkan kinerja keuangan daerah yang 

positif. 

Berikut data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh 

Barat dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Aceh Barat 2017-2021 

Tahun Target PAD Realisasi PAD 

2017 185.972.324.490 161.743.458.643 

2018 165.425.983.311 150.499.049.235 

2019 166.876.962.235 153.799.291.478 

2020 159.371.121.210 149.925.456.946 

2021 137.850.088.304 134.639.234.284 

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat 



5 

 

 

Berdasarkan tabel diatas data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Aceh Barat dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami penurunan berturut-turut 

setiap tahunnya dan dari hasil realisasi dalam 5 tahun tersebut tidak mencapai 

pada targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat yang dalam pelaksanannya belum 

digali secara maksimal. 

Penelitian ini akan memfokuskan pada Retribusi Daerah dalam hal 

efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. 

Penelitian difokuskan di Kabupatan Aceh Barat, dengan alasan bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu Pemerintah Daerah yang 

menjalankan kekuasaan Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada saat yang sama juga, untuk 

mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupataen Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat salah satu daerah otonom 

Provinsi Aceh, diharapkan terus menggali potensi keuangan daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan daerah yang 

lebih mungkin dikembangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini adalah 

Retribusi Daerah, dimana jika penerimaan Retribusi Daerah tinggi maka 

Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan juga tinggi, dan sebaliknya jika 

penerimaan Retribusi Daerah rendah maka Pendapatan Asli Daerah yang 

didapatkan juga akan rendah. 

Masalah tersebut penting diteliti karena berdasarkan data Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) diatas mengalami penurunan setiap tahunnya, yang dapat 

menyebabkan rendahnya pendapatan daerah. Penelitian ini merupakan replikasi 
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dari penelitian Utami & Ningsih (2018) tentang analisis efektivitas dan kontribusi 

penerimaan pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh Tahun 2011-2015, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak sangat efektif karena mencapai nilai 

rata-rata >100%, tetapi penerimaan Retribusi Daerah tergolong kurang efektif 

karena hanya mencapai karena mencapai nilai rata-rata 79,22%. Sementara 

kontribusinya penerimaan pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD tergolong 

kriteria sedang. Sedangkan dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah 

efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi secara keseluruhan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan objek penelitiannya dilakukan di Kabupaten 

Aceh Barat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, sehingga 

membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

“Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh 

Barat”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. 

2. Bagaimana kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Aceh Barat. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan 

Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat. 
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2. Untuk mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Aceh Barat. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah/akademis 

Sebagai menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan 

mengenai Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan 

diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain yang 

membutuhkan informasi khususnya terkait efektivitas dan kontribusi 

Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Aceh Barat, 

serta untuk mengembangkan kepustakaan ilmu akuntansi pemerintahan. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan 

dan bahan pertimbangan Pemerintah Kabupatan Aceh Barat yang terlibat 

langsung dalam upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah 

sehinga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Otonomi Daerah 

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Otonomi Daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sementara yang dimaksud 

dengan Daerah Otonom menurut pasal 1 ayat 12 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah kesatuan-kesatuan komunal yang sah 

dengan batas-batas wilayah, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

berhak untuk secara aktif mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2018:77) pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi 

utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: 

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 

2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan 

publik. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi (participate in) dalam proses pembangunan. 

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang 
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dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh di daerah didasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 13 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah 

merupakan hak Pemerintah Daerah dan diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan 

bersih pada tahun yang bersangkutan. 

Kemudian menurut Hamsiah (2019: 81), Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya 

dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah (PERDA). PAD diharapkan dapat 

menjadi sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

Dari pengertian diatas PAD dapat diartikan sebagai pendapatan rutin dari 

usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dan menggali potensi-

potensi sumber keuangan daerah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta 

fungsi pemerintahan. 

2.1.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak 

daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain PAD yang sah. 

1. Pajak Daerah 

Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan 
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bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

2. Retribusi Daerah 

Menurut pasal 1 ayat 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan 

bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Selain pajak daerah dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber yang 

cukup potensial untuk dikembangkan, hal ini diperoleh dari bagian laba 

perusahaan milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah seperti perusahaan 

air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, 

percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang 

memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan 

kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah (Yuniza, 2016). 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

33 Tahun 2004, lain-lain PAD yang sah meliputi: 
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a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

b. Jasa giro. 

c. Pendapatan bunga. 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan. 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

2.1.4. Retribusi Daerah 

Menurut Pasal 1 ayat 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada dasarnya 

retribusi sama hal nya dengan pajak, yang membedakan adalah imbalan atau 

kontraprestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-

unsur yang melekat dalam retribusi antara lain: 

1. Pungutan tidak dapat dipaksakan. 

2. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. 

3. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum. 

4. Imbalan atau kontraprestasi dapat dirasakan secara langsung oleh 

pembayar retribusi. 

5. Pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

Adapun tentang Retribusi Daerah di Aceh dijelaskan dalam peraturan 

daerah Pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 sebagai 

berikut: 
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1. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Aceh 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

5. Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
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6. Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial 

yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh 

Pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh 

pihak swasta. 

7. Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah 

kegiatan tertentu Pemerintah Aceh dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 

ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi 

adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan 

oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. 

2.1.5. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

sebagaimana juga dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi 

Aceh serta Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pengelolaan Retribusi Daerah, 

mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis 

retribusi haruslah ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat 

ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten/kota harus terlebih 
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dahulu ditetapkan dengan peraturan daerah tentang retribusi tersebut. Peraturan 

daerah tentang Retribusi Daerah paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: 

1. Nama, objek, dan subjek retribusi. 

2. Golongan retribusi. 

3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan. 

4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi 

6. Wilayah pemungutan 

7. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan 

pembayaran. 

8. Sanksi administratif 

9. Penagihan 

10. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, dan. 

11. Tanggal mulai berlakunya. 

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, diharapkan penerimaan retribusi 

di masa yang akan datang dapat terus meningkat sehingga dapat ikut serta 

memberi andil dalam membiayai sebagian pengeluaran dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, 

membiayai pembangunan dan memberikan kepastian hukum dalam rangka 

pemungutan retribusi. 

2.1.6. Kriteria Retribusi Daerah 

Berdasarkan peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Retribusi Daerah bahwa kriteria retribusi terdiri atas: 

1. Retribusi Jasa Umum memiliki kriteria sebagai berikut: 
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a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu. 

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Aceh dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus. 

c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan 

yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani 

kepentingan dan kemanfaatan umum. 

d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang 

membayar Retribusi dengan memberikan keringanan bagi 

masyarakat yang tidak mampu. 

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya. 

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan 

salah satu sumber yang potensial, dan. 

g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 

2. Retribusi Jasa Usaha memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu, dan. 

b. Jasa yang bersangkutan adalah bersifat komersial yang seyogyanya 

disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 

terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Aceh yang belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Aceh. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kriteria sebagai berikut: 
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a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 

diserahkan kepada Aceh dalam rangka atasa desentralisasi. 

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum, dan. 

c. Biaya yang menjadi beban Aceh dalam penyelenggaraan izin 

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 

Retribusi perizinan. 

2.1.7. Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Berdasarkan objeknya jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu (Mardiasmo, 2018:19): 

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, meliputi: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

f. Retribusi Pelayanan Pasar. 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 
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m. Retribusi Pelayanan Pendidikan. 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 

c. Retribusi Tempat Pelelangan. 

d. Retribusi Terminal. 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan. 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

j. Retribusi Penyeberangan di Air. 

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

c. Retribusi Izin Gangguan. 

d. Retribusi Izin Trayek. 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

2.1.8. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 

Menurut peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Retribusi Daerah bahwa subjek dan wajib Retribusi Daerah adalah sebagai 

berikut: 
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1. Retribusi Jasa Umum. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 

2. Retribusi Jasa Usaha. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang 

bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah 

orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah 

Aceh. Sedangkan wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu. 

2.1.9. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tarif 

retribusi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip dan 

sasaran penetapan tarif retribusi sebagai berikut: 

1. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum: 
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a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 

efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

b. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasi dan 

pemeliharaan dan biaya modal. 

c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 

penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian 

biaya. 

d. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 

retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya 

pencetakan dan pengadministrasian. 

2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha: 

a. Prinsip dan  sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa 

usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

layak. 

b. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan 

yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan 

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu: 

a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu 

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 
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b. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud 

meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 

penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari 

pemberiaan izin tersebut. 

2.2. Efektivitas dan Kontribusi 

2.2.1. Pengertian Efektivitas 

Menurut Mardiasmo (2018:168) menjelaskan bahwa Efektivitas 

merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Suatu organisasi dianggap beroperasi secara efektif jika berhasil 

mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuan organisasi, setiap organisasi 

mengupayakan agar target dapat tercapai secara efektif. 

Indikator efektivitas menggambarkan jangakauan akibat dan dampak 

(outcome) dari keluaran (output) suatu program dalam pencapaian tujuan yang 

ditentukan. Semakin tinggi tingkat kontribusi yang dihasilkan terhadap 

pencapaian tujuan tersebut, maka akan semakin efektif hasil pada suatu unit 

organisasi (Mardiasmo, 2018:166). Secara spesifik tentang efektivitas Retribusi 

Daerah menurut Mustoffa (2018), efektivitas merupakan tingkat pencapaian 

pemerintah dalam memungut Retribusi Daerah dibandingkan dengan target yang 

telah ditetapkan. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

Retribusi Daerah adalah sejauh mana tercapainya suatu tujuan yang telah 

ditentukan, dimana semakin besar persentase tujuan yang dihasilkan maka 

semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. 
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2.2.2. Pengertian Kontribusi 

Menurut Beni (2016:136), mengukur kapasitas suatu daerah memerlukan 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah, jika PAD yang besar dalam satu tahun 

menentukan APBD pada tahun berikutnya, ini merupakan kapasitas riil daerah 

tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi dapat 

diartikan sebagai sumbangan atau iuran kepada forum, perkumpulan, dan 

sebagainya. 

Menurut Halim (2010) dikutip dari Yuliastuti (2017) kontribusi 

digunakan untuk menentukan sejauh mana Retribusi Daerah berkontribusi 

terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi adalah analisis 

yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pendapatan suatu daerah dari 

penerimaan Retribusi Daerah. Besarnya kontribusi ini dapat diketahui dengan 

membandingkan pendapatan Retribusi Daerah yang diterima dengan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu. Semakin besar nilai kontribusi 

maka semakin besar pula peranan pendapatan Retribusi Daerah terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya jika kecil nilai 

kontribusi maka semakin kecil pula peranan pendapatan Retribusi Daerah 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasarkan pengertian kontribusi seperti di uraikan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kontribusi adalah pengukuran besarnya sumbangan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika rasio yang dicapai mendapat nilai 

yang tinggi, maka dikatakan bahwa retribusi daeah memiliki kemampuan yang 

baik untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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2.3. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

1. Putra (2014) Analisis 

Efektivitas 

penerimaan dan 

Kontribusi 

Retribusi Daerah 

Terhadap PAD di 

Kota Blitar 

Metode 

deskriptif 

Tingkat rata-rata efektivitas 

Retribusi Daerah Kota Blitar 

sebesar 97,77% maka termasuk 

kriteria efektif. Sedangkan 

tingkat rata-rata kontribusinya 

sebesar 12,5% artinya masih 

kurang berkontribusi 

2. Yuliastuti 

(2017) 

Analisis 

Efektivitas dan 

Kontribusi 

Retribusi Daerah 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kota Denpasar 

Metode 

deskriptif 

kuantitatif 

Tingkat rata-rata efektivitas 

Retribusi Daerah Kota Denpasar 

adalah sebesar 119,02%, 

sehingga menunjukkan bahwa 

kinerja dalam pemungutan 

Retribusi Daerah Kota Denpasar 

adalah sangat baik. 

Tingkat rata-rata kontribusi 

Retribusi Daerah terhadap PAD 

Kota Denpasar adalah sebesar 

7,39%, sehingga menunjukkan 

kriteria sangat kurang 

berkontribusi. 

3. Rembet 

(2018) 

Analisis 

Efektivitas 

Penagihan 

Retribusi 

Persampahan dan 

Kontribusinya 

Terhadap PAD 

Kota Tomohon 

Metode 

deskriptif 

kuantitatif 

Tingkat efektivitas penerimaan 

retribusi persampahan terhadap 

PAD Kota Tomohon pada tahun 

2015-2017 mengalami fluktuatif 

sehingga dinilai tidak efektif. 

Kontribusi retribusi persampahan 

terhadap PAD Kota Tomohon 

selama tiga tahun terakhir 

terbilang kecil. 

4. Utami (2018) Analisis 

Efektrivitas dan 

Kontribusi 

Penerimaan Pajak 

dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kabupaten /Kota 

Di Provinsi Aceh 

Tahun 2011-2015 

Metode 

deskriptif 

kuantitatif 

 

Penerimaan pajak daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

tahun 2011-2015 adalah sangat 

efektif (>100%). Sementara 

Retribusi Daerah penerimaannya 

hanya sebesar 79,22% sehingga 

termasuk kriteria kurang efektif. 

Tingkat rata-rata kontribusi pajak 

daerah dan Retribusi Daerah 

terhadap PAD Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh dari tahun 2011-

2015 sebesar 23,30% dan 

25,09%. Maka termasuk kriteria 

kontribusi sedang. 

5. Rajab (2020) Kontribusi 

Retribusi Pasar 

Terhadap PAD Di 

Kabupaten 

Mamuju 

Metode 

deskriptif 

kuantitatif 

Pemungutan retribusi pasar 

terhadap PAD di Kabupaten 

Mamuju selama periode 2014-

2018 dengan rata-rata kontribusi 

mencapai 1,29%. 

Sumber: Data olahan dari penelitian terdahulu, (2022)  
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Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah 

sama-sama membahas dalam menganalisis tingkat efektivitas penerimaan 

Retribusi Daerah dan kontribusi terhadap PAD dengan menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Sementara perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

yang akan diteliti ialah pada objek penelitian, tahun, dan variabel yang diteliti. 

Jika pada Putra (2014) objek penelitiannya di Kota Blitar, Yuliastuti (2017) objek 

penelitiannya di Kota Samarinda, Rembet (2018) variabelnya adalah retribusi 

persampahan dan PAD yang objek penelitiannya di Kota Tomohon, Utami (2018) 

variabelnya adalah pajak dan Retribusi Daerah dan PAD yang objek penelitiannya 

di Provinsi Aceh, serta Rajab (2020) variabelnya adalah retribusi pasar dan PAD 

yang objek penelitiannya di Kabupaten Mamuju. Sementara dalam penilitian ini 

variabelnya adalah Retribusi Daerah secara keseluruhan dan PAD yang objek 

penelitiannya di Kabupaten Aceh Barat pada periode tahun 2017-2021.   

2.4. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menjelaskan tentang klasifikasi masalah untuk mengetahui 

seberapa efektif penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting dan bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah (Hanipah, 

2015). Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah 

yang memiliki prospek sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, 

Pemerintah Daerah wajib memaksimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan 

lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama Retribusi Daerah. Perlu dilihat 
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tingkat efektivitas dari penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (Utami, 2018). 

1. Efektivitas adalah suatu kondisi yang terjadi dikarenakan sebagai akibat 

yang dikehendaki. Dalam hal ini konsep efektivitas dikaitkan dengan 

pemungutan penerimaan Retribusi Daerah, maka efektivitas yang 

dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan Retribusi Daerah 

dalam mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode 

tertentu. Perhitungan efektivitas Retribusi Daerah dapat dilihat dari 

perbandingan data realisasi dengan target Retribusi Daerah. Jika rasio ini 

mencapai 1 atau 100% maka efektivitas Retribusi Daerah dianggap baik. 

Dari perhitungan tersebut dijelaskan dengan menggunakan kriteria 

efektivitas Retribusi Daerah. 

2. Sedangkan kontribusi adalah sumbangan, untuk melihat seberapa besar 

sumbangan penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2017-2021 peneliti 

menggunakan persentase perbandingan antara realisasi Retribusi Daerah 

dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dari hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat dilihat 

bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi daeah dan kontribusinya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat dalam kurun 

waktu tahun 2017-2021. Kemudian, dalam proses penelitian ini adalah bagaimana 

merumuskan masalah, memperoleh data dan menentukan analisis data untuk 

menarik kesimpulan dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah 

ini: 
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Gambar. 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015). Berdasarkan 

rumusan masalah diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Diduga bahwa Retribusi Daerah efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Aceh Barat. 

2. Diduga bahwa Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

Retribusi Daerah 

Efektivitas: 

 Target Retribusi Daerah 

 Realisasi Retribusi Daerah 

Kontribusi: 

 Realisasi Retribusi Daerah 

 Realisasi PAD 

PAD 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Menurut Arikunto (2010) dikutip dari Siyoto (2015:98) mengemukakan 

bahwa, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun 

serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar seorang 

peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang 

bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Desain penelitian terdiri 

dari: 

1. Tujuan Penelitian 

Bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan Retribusi 

Daerah dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Aceh Barat. 

2. Jenis Investigasi 

Dalam penelitian ini, jenis investigasi penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pengertian penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-

gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani, 2020:54). 

Dimana dalam penilitian ini dilakukan untuk mengetahui dan 

menjelaskan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh 

Barat dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah di sektor Retribusi 

Daerah. Selain itu pengertian metode penelitian kuantitatif merupakan 
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salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana, dan terstruktur, dengan jelas sejak awal hingga pembuatan 

desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan 

lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan 

lainnya (Siyoto, 2015:17). 

3. Setting Penelitian 

Penilitian ini dilakukan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) 

daerah dan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

Kabupaten Aceh Barat. Lokasinya yaitu Jl. Swadaya, Drien Rampak, 

Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23611. 

4. Tingkat Keterlibatan Peneliti 

Tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi 

minimal. Karena data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu 

berupa data laporan realisasi anggran keuangan Pemerintah Daerah Aceh 

Barat yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Peneliti 

hanya mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisisnya, sehingga 

peneliti tidak ada intervensi apapun. 

5. Unit Analisis 

Unit analisis penelitian ini adalah tingkat organisasi yaitu pemerintah 

Kabupaten Aceh Barat, karena penelitian ini menggunakan data berupa 
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laporan realisasi anggaran pendapatan daerah yaitu penerimaan Retribusi 

Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021. 

6. Horison Waktu 

Horison waktu penelitian ini menggunakan model deret waktu (time 

series), karena menggunakan kurun waktu dari tahun 2017-2021. 

Menurut Purhantara, W (2010:8) data time series atau data deret, 

merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat 

dalam berbagai interval waktu tertentu, misalnya data mengenai kinerja 

suatu bank dalam kurun waktu 2000-2010. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek 

atau obyek itu. Sedangkan pengertian sampel menurut Sugiyono (2015:118) 

bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. 

Berdasarkan pendapat diatas dan mengingat populasi dari penelitian ini 

sangat luas, maka yang ditetapkan menjadi populasi dan sampel dalam penilitian 

ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat 

yang dikhususkan pada Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 
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3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder dalam kurun waktu tahun 

2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara: 

1. Dokumentasi 

Menurut Hardani (2020:149) dokumentasi berasal dari kata 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi 

berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah 

ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan 

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, khususnya dalam 

penelitian ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Retribusi 

Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini berupa: 

a. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Aceh Barat dari tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. 

b. Data target anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dari 

tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Data yang ada kemudian 

dibuat salinannya dan digandakan untuk selanjutnya 

didokumentasikan. 

c. Data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat 

dari tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Pengelolaan 
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Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Data yang ada 

kemudian dibuat salinannya dan digandakan untuk selanjutnya 

didokumentasikan. 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2015:61) Variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Untuk memahami penggunaan dan menentukan data apa yang 

dibutuhkan untuk memudahkan pengukuran variabel, maka dalam penelitian ini 

perlu dilakukan operasionalisasi terhadap variabel tersebut. Dalam penelitian ini 

terdapat operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel. 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi  Indikator Skala 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Y) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah sumber penerimaan 

daerah yang bersumber dari 

pajak daerah, Retribusi Daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan yang sah. 

Tingkat realisasi 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Aceh Barat Tahun 

2017-2021 

 

 

Rasio 

Efektivitas 

Retribusi 

Daerah (X1) 

Efektivitas Retribusi Daerah 

adalah perbandingan antara 

realisasi penerimaan Retribusi 

Daerah dengan target yang 

sudah ditetapkan. 

Perbandingan tingkat 

target dan realisasi 

Retribusi Daerah  

Kabupaten Aceh Barat 

Tahun 2017-2021 

 

 

 

Rasio 

Kontribusi 

Retribusi 

Daerah (X2) 

Kontribusi Retribusi Daerah 

adalah perbandingan antara 

realisasi penerimaan Retribusi 

Daerah dengan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Perbandingan tingkat 

realisasi Retribusi 

Daerah dan realisasi 

PAD Kabupaten Aceh 

Barat Tahun 2017-

2021 

 

 

Rasio 
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3.5. Metode Analisis Data 

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung rasio efektivitas dan 

kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dengan menggunakan Microsoft excel 

2010 untuk mengelola data. Untuk menghitung rasio efektivitas dan kontribusi 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1. Analisis Efektivitas 

Menurut Puspitasari (2014) dikutip dari Putri (2016) untuk menganalisis 

tingkat efektivitas Retribusi Daerah dilakukan dengan cara menghitung persentase 

perbandingan antara realisasi dengan target Retribusi Daerah. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung efektivitas Retribusi Daerah adalah sebagai berikut. 

            
                          

                       
       

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui seberapa efektif pengelolaan 

Retribusi Daerah, dengan asumsi semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, 

maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Untuk dapat menentukan efektif 

atau tidaknya pemungutan Retribusi Daerah, diperlukan kriteria efektivitas. Untuk 

mengklasifikasi kriteria dalam efektivitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah 

Persentase Kriteria 

Diatas 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 dalam putri (2016) 



32 

 

 

3.5.2. Analisis Kontribusi 

Untuk mengatahui tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017-2021. Dalam 

analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

           
                          

                                
       

Setelah mendapatkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah 

persentase pendapatan Retribusi Daerah memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ini bisa dilihat sesuai kriterianya. Untuk 

mengklasifikasi kriteria dalam kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah 

Persentase Kriteria 

≥ 50% Sangat Baik 

40% - 50% Baik 

30% - 40% Sedang 

20% - 30% Cukup 

10% - 20% Kurang 

≤ 10% Sangat Kurang 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 dalam putri (2016)
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gamabaran Umum Daerah Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat 

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan 

Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah 

Otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara, wilayah 

Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat 

dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh 

terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah 

kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan 

Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai 

Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; 

Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan 

Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil 

dengan ibu kotanya Tapak Tuan. 

Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) 

Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan 

Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai 

Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya 

Meulaboh dan Kabupaten Adminstratif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue 

Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu 

kotanya Sinabang. 
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Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, 

Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru 

yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; 

Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat 

memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa. 

Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 

1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten 

Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan 

dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002.  

4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat 

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh 

yang beribukota Kota Meulaboh. Letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara 

astronomi terletak pada 04°61' - 04°47' Lintang Utara dan 95°00' - 86°30' Bujur 

Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km². Degan mekarnya Desa Keuramat pada 

tahun 2015, Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan, 36 mukim dan 322 

gampomg. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak 

di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng: Adapun batas-batas wilayah 

Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut (BPS Aceh Barat, 2021): 

Tabel 4.1 

Batas-Batas Wilayah Kabupaten Aceh Barat 

No Batas Berbatasan Dengan Wilayah 

1 Sebelah Utara   Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie 

2 Sebelah Timur Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya 

3 Sebelah Selatan Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya 

4 Sebelah Barat Samudera Indonesia 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Barat 
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Wilayah administratif terdapat dua belas kecamatan dan tiga ratus dua 

puluh dua gampong/desa di Kabupaten Aceh Barat serta dengan luas wilayah 

2.927,95 km², adapun jumlah desa menurut kecamatan dan luas wilayah tersebut 

adalah sebagai berikut (BPS Aceh Barat, 2021) : 

Tabel 4.2 

Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah 

di Kabupaten Aceh Barat  

No Kecamatan Gampong/Desa Luas Wilayah (km²) 

1 Johan Pahlawan 21 44,91 

2 Samatiga 32 140,69 

3 Bubon 17 129,58 

4 Arongan Lambalek 27 130,06 

5 Woyla 43 249,04  

6 Woyla Barat 24 123,00  

7 Woyla Timur 26 132,60 

8 Kaway XVI 44 510,80 

9 Meureubo 26 112,87 

10 Pante Ceureumen 25 490,25 

11 Panton Reu 19 83,04 

12 Sungai Mas 18 781,73 

Aceh Barat 322 2.927,95  

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Barat 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Deskripsi Data 

Data yang digunakan untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi 

dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Aceh Barat adalah data arsip dokumen pada penerimaan Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah. Data yang diolah adalah dari tahun 2017-2021. Dalam 

data tersebut mencakup target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah serta 

realisasi Pendapatan Asli Daerah. 
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1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen 

pendapatan daerah, yang menggambarkan kemampuan daerah dalam 

menggali potensi penerimaan salah satunya adalah dari retribusi daerah. 

Pada dasarnya Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai salah satu 

tolak ukur kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan 

pembangunan daerah yang bersangkutan. Data realisasi Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2021 yang diperoleh tersebut 

diringkas sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Aceh Barat 2017-2021 

Tahun Realisasi PAD 

2017 161.743.458.643 

2018 150.499.049.235 

2019 153.799.291.478 

2020 149.925.456.946 

2021 134.639.234.284 

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat 

2. Penerimaan Retribusi Daerah 

Bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah yang dioptimalkan  

pengelolaannya salah satunya adalah berasal dari Retribusi Daerah. 

Retribusi Daerah adalah pemungutan yang dipungut oleh pemerintah 

daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Hasil Retribusi Daerah ini 

untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, sehingga 

sebagian besar hasil Retribusi Daerah ini masuk ke pemerintah daerah. 

Berikut data target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten 

Aceh Barat tahun 2017-2021 yang diperoleh tersebut: 
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Tabel 4.4 

Data Target Retribusi Daerah 

Kabupaten Aceh Barat 2017-2021 

Tahun Target Retribusi Daerah 

2017 9.315.320.584 

2018 9.503.673.500 

2019 9.451.106.360 

2020 7.066.547.860 

2021 7.592.292.860 

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat 

Tabel 4.5 

Data Realisasi Retribusi Daerah 

Kabupaten Aceh Barat 2017-2021 

Tahun Realisasi Retribusi Daerah 

2017 5.233.370.064 

2018 7.107.080.592 

2019 7.340.707.177 

2020 6.526.045.050 

2021 5.892.710.631 

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat 

Berikut penyajian analisis data tentang efektivitas dan kontribusi 

Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Aceh Barat pada 5 tahun terakhir dalam kurun waktu 2017-2021. 

4.2.2. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat 

Efektivitas Retribusi Daerah dalam penelitian ini merupakan perhitungan 

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas Retribusi Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan untuk mengetahui kriteria efektivitas 

Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan persentasenya. Efektivitas 

Retribusi Daerah membantu untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam memungut Retribusi Daerah dengan membandingkan hasil yang diperoleh 

dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efektivitas Retribusi Daerah 

Kabupaten Aceh Barat dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Dari rumus tersebut dapat diketahui efektivitas penerimaan Retribusi 

Daerah Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun terakhir periode 2017-2021 

berdasarkan perhitungan sebagai berikut. 

a. Tahun 2017 

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.9.315.320.584 dengan 

realisasi yang diterima Rp.5.233.370.064, maka rasio efektivitas penerimaan 

Retribusi Daerah tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                             
             

             
              

b. Tahun 2018 

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.9.503.673.500 dengan 

realisasi yang diterima Rp.7.107.080.592, maka rasio efektivitas penerimaan 

Retribusi Daerah tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                             
             

             
              

c. Tahun 2019 

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.9.451.106.360 dengan 

realisasi yang diterima Rp.7.340.707.177, maka rasio efektivitas penerimaan 

Retribusi Daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                             
             

             
              

d. Tahun 2020 
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Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.7.066.547.860 dengan 

realisasi yang diterima Rp.6.526.045.050, maka rasio efektivitas penerimaan 

Retribusi Daerah tahun 2020 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                             
             

             
              

e. Tahun 2021 

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.7.592.292.860 dengan 

realisasi yang diterima Rp.5.892.710.631, maka rasio efektivitas penerimaan 

Retribusi Daerah tahun 2021 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                             
             

             
              

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui kriteria 

efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 

2017-2021 pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah 

Kabupaten Aceh Barat 2017-2021 

Tahun 
Retribusi Daerah Efektivitas 

(%) 
Kriteria 

Target Realisasi 

2017 9.315.320.584 5.233.370.064 56,18 Tidak Efektif 

2018 9.503.673.500 7.107.080.592 74,78 Kurang Efektif 

2019 9.451.106.360 7.340.707.177 77,67 Kurang Efektif 

2020 7.066.547.860 6.526.045.050 92,35 Efektif 

2021 7.592.292.860 5.892.710.631 77,61 Kurang Efektif 

Sumber: Data diolah (2022) 

Secara grafis tingkat efektivitas Retribusi Daerah dapat dilihat pada 

gambar grafik dibawah ini: 
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Sumber: Data diolah (2022) 

Grafik 4.1 

Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah 

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021 

Berdasarkan tabel 4.6 dan grafik 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa target 

dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun 

waktu tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi 

penerimaan yang disasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat pada 5 

tahun tersebut belum dilakukan secara maksimal, sehingga membuat realisasi 

penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target penerimaannya. Target 

penerimaan Retribusi Daerah tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 

9.503.673.500 dengan realisasi pencapaian 74,78%. Dari segi realisasi 

penerimaan Retribusi Daerah yang tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 

7.340.707.177. 

Efektivitas Retribusi Daerah sangat efektif jika pendapatan melebihi 

terget yang ingin dicapai. Namun dari hasil analisis data penelitian ini seperti 

grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat rata-rata nilai efektivitas Retribusi 

Daerah di Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun dalam kurun waktu 2017 sampai 
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2021 adalah sebesar 75,72%, sehingga termasuk dengan kriteria kurang efektif hal 

ini dikarenakan tidak tercapainya sesuai pada terget retribusi yang sudah 

ditetapkan. Artinya dari hasil tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat 

kurang memaksimalkan pendapatan daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah. Walaupun terlihat pada garis tren diatas 

menunjukkan nilai efektivitas Retribusi Daerah sempat mengalami kenaikan pada 

tahun 2020, namun pada akhirnya nilai efektivitas Retribusi Daerah mengalami 

penurunan kembali. 

Dari data di atas dalam kurun waktu 5 tahun dari 2017-2021, efektivitas 

Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat termasuk kriteria kurang efektif, yaitu 

dikarenakan nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 75,72%. 

4.2.3. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten 

Aceh Barat 

Kontribusi Retribusi Daerah salah satu sumber penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat perlu mengetahui 

pungutan yang harus diterima oleh orang pribadi atau badan setelah menerima 

pemberian izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, ingin mengetahui 

seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Aceh Barat. Untuk mengukur kontribusi penerimaan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan analisis kontribusi 

dengan membandingkan realisasi Retribusi Daerah dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Dari rumus tersebut dapat diketahui kontribusi penerimaan Retribusi 

Daerah terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun terakhir periode 

2017-2021 berdasarkan perhitungan sebagai berikut. 

a. Tahun 2017 

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar 

Rp.5.233.370.064 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp.161.743.458.643, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2017 dapat 

diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                            
             

               
             

b. Tahun 2018 

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar 

Rp.7.107.080.592 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp.150.499.049.235, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2018 dapat 

diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                            
             

               
             

c. Tahun 2019 

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar 

Rp.7.340.707.177 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp.153.799.291.478, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2019 dapat 

diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                            
             

               
             

d. Tahun 2020 
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Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar 

Rp.6.526.045.050 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp.149.925.456.946, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2019 dapat 

diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                            
             

               
             

e. Tahun 2021 

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar 

Rp.6.526.045.050 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp.134.639.234.284, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2019 dapat 

diketahui dengan perhitungan dibawah ini. 

                            
             

               
             

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui kriteria 

kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD 

Kabupaten Aceh Barat 2017-2021 

Tahun 

Realisasi 

Retribusi 

Daerah 

Realisasi PAD 

 

Kontribusi  

(%) 
Kriteria 

 

2017 5.233.370.064 161.743.458.643 3,24 Sangat Kurang 

2018 7.107.080.592 150.499.049.235 4,72 Sangat Kurang 

2019 7.340.707.177 153.799.291.478 4,77 Sangat Kurang 

2020 6.526.045.050 149.925.456.946 4,35 Sangat Kurang 

2021 5.889.224.795 134.639.234.284 4,38 Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah (2022) 
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Secara grafis kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada gambar grafik dibawah 

ini: 

 
Sumber: Data diolah (2022) 

Grafik 4.2 

Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah 

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021 

Berdasarkan data tabel 4.7 dan grafik 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa 

realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami penaikan 

dan penurunan. Realisasi penerimaan yang disasar oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Aceh Barat pada 5 tahun tersebut belum dilakukan secara maksimal, 

sehingga membuat realisasi penerimaan Retribusi Daerah sangat kurang dalam hal 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 

2019 yaitu sebesar 4,77%, sedangkan terendah pada tahun 2017 sebesar 3,24%. 

Maka dari hasil penelitian ini seperti grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat rata-

rata nilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Aceh Barat dari 
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tahun 2017 sampai 2021 sebesar 4,29%, sehingga tergolong dengan kriteria sangat 

kurang untuk dapat kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Aceh Barat. Artinya dari hasil tersebut Pemerintah Daerah 

Kabupaten Aceh Barat kurang memaksimalkan pendapatan daerah dalam 

memanfaatkan penerimaan Retribusi Daerah. Walaupun terlihat pada garis tren 

diatas menunjukkan nilai kontribusi Retribusi Daerah sempat mengalami 

kenaikan, namun pada akhirnya nilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD 

mengalami penurunan kembali. 

Dari data di atas dalam kurun waktu 5 tahun dari 2017-2021, kontribusi 

Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh 

Barat termasuk kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi, yaitu 

dikarenakan kurang dari 10%. 

4.3. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diatas bahwa tingkat 

efektivitas Retribusi Daerah dari tahun 2017 sampai 2021 memiliki rata-rata 

sebesar 75,72% atau termasuk kriteria kurang efektif, hal ini dikarenakan lebih 

banyak tidak efektif dan kurang efektif sementara yang efektif hanya satu tahun. 

Kemudian hasil perhitungan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD memiliki 

rata-rata sebesar 4,29% atau termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi. 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan: 

1. Diduga bahwa Retribusi Daerah efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Aceh Barat, ditolak. 

2. Diduga bahwa Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Aceh Barat, ditolak. 
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4.4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 

beberapa pembahasan terkait hasil analisis tersebut yakni sebagai berikut: 

4.4.1. Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat 

Efektivitas Retribusi Daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam merealisasikan penerimaan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di 

Kabupaten Aceh Barat terbagi atas 3 jenis pungutan retribusi sesuai dengan 

peraturan daerah Qanun Kabupaten Aceh Barat, yaitu retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Dari segi target dan realisasi 

penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 

2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya. 

Realisasi penerimaan yang disasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat 

pada 5 tahun tersebut belum dilakukan secara maksimal, sehingga membuat 

realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target 

penerimaannya. 

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya diketahui bahwa nilai Efektivitas 

Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 5 tahun yaitu, pada 

tahun 2017 sebesar 56,18%, tahun 2018 sebesar 74,78%, tahun 2019 sebesar 

77,67%, tahun 2020 sebesar 92,35%, dan tahun 2021 sebesar 77,61%, sehingga 

dari hasil tersebut nilai rata-rata tingkat efektivitas Retribusi Daerah yang 

diperoleh dalam kurun waktu tahun 2017-2021 adalah sebesar 75,72%. Artinya 

dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di 

Kabupaten Aceh Barat dikategorikan kurang efektif karena dari nilai rata-rata 

yang diperoleh efektivitasnya hanya mencapai 75,72%. 
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4.4.2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat 

Hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini 

dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan 

penurunan setiap tahunnya seperti yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yaitu 

pada tahun 2017 sebesar Rp.161.743.458.643, tahun 2018 sebesar 

Rp.150.499.049.235, tahun 2019 sebesar Rp.153.799.291.478, tahun 2020 sebesar 

Rp.149.925.456.946, dan tahun 2021 sebesar Rp.134.639.234.284. Dilihat dari 

hasil analisis kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD dalam kurun 

waktu tahun 2017-2021, yaitu sebesar 3,24%, 4,72%, 4,77%, 4,35%, 4,38%. Jika 

dilihat dari segi tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD memiliki rata-

rata sebesar 4,29%, artinya menurut kriteria tingkat kontribusi Retribusi Daerah 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat 

dikategorikan sangat kurang dikarenakan kurang dari 10%. 

Menurut hasil penelitian terdahulu dari Putra (2014) yang berjudul 

Analisis Efektivitas penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD 

di Kota Blitar, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 

penerimaan Retribusi Daerah di Kota Blitar termasuk kriteria efektif dan 

kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kota Blitar masih tergolong kurang. 

Hasil penelitian dari Yuliastuti (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas 

dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Denpasar, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 

Retribusi Daerah di Kota Denpasar termasuk dalam kriteria sangat baik sedangkan 

tingkat kontribusinya masih tergolong sangat kurang. 
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Selanjutnya hasil penelitian dari Utami (2018) yang berjudul Analisis 

Efektrivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten /Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015, 

dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2015 adalah sangat efektif dan 

Retribusi Daerah penerimaannya termasuk kriteria kurang efektif. Sementara 

kontribusi pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh dari tahun 2011-2015 termasuk kriteria kontribusi sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dimana dari penelitian 

mereka tidak terlalu berbeda jauh mengatakan bahwa tingkat efektivitas Retribusi 

Daerah dikategorikan efektif dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD 

tergolong kurang. Sedangkan dalam penelitian ini didapatkan perbedaan dengan 

hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Retribusi 

Daerah Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kriteria kurang efektif dan tingkat 

kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Aceh Barat tergolong kriteria sangat kurang.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

mengenai analisis efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat, maka peneliti 

dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun 

waktu tahun 2017-2021 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang 

tidak stabil setiap tahunnya. Efektivitas Retribusi Daerah kurang efektif 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. 

Rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat selama 5 

tahun dalam kurun waktu 2017-2021 adalah sebesar 75,72%, hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat 

masih tergolong kurang efektif dalam melaksanakan pemungutan 

Retribusi Daerah. 

2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2017 sampai 2021 hanya memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 4,29%, artinya dari data tersebut menunjukkan 

bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Aceh Barat di klasifikasikan ke dalam kriteria 

sangat kurang berkontribusi. 
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5.2 Saran 

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari 

keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis berharap penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat khusunya 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pihak lain yang membutuhkan. Melihat 

kondisi penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan kesimpulan dan dari hasil 

penelitian yang dilakukan, maka direkomendasi beberapa saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Saran Akademis 

a. Bagi pihak yang memanfaatkan hasil peneliti ini diharapkan dapat 

menambah atau mencoba variabel lain yang lebih relevan terkait 

dengan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang 

efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. 

2. Saran Praktis 

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan untuk lebih 

memperhatikan setiap anggaran Retribusi Daerah agar bisa efektif 

dan berkontribusi dengan baik. Diharapkan juga kepada Pemerintah 

Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini untuk lebih memprioritaskan 

penerimaan Retribusi Daerah agar kepentingan masyarakat berupa 

pembangunan prasarana dan saran terbangun dengan baik untuk 

kepentingan masyarakat, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu 
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sendiri banyak bersumber dari masyarakat berupa Retribusi Daerah, 

maka masyarakat akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan. 

b. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam 

memungut Retribusi Daerah, dimana terus meningkatkan kinerjanya 

untuk memungut Retribusi Daerah sehingga tingkat efektivitas dan 

kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD yang tergolong masih 

kurang baik dapat terus meningkat. 

c. Serta disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat 

terus mengoptimalkan, memperkuat dan memperluas pemungutan 

Retribusi Daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya 

intensifikasi dapat dilakukan dengan perbaikan aspek kelembagaan, 

perbaikan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian, serta 

peningkatan SDM pengelola Retribusi Daerah itu sendiri. Upaya 

ekstensifikasi dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pentingnya membayar Retribusi Daerah, hal ini 

bertujuan agar pengetahuan masyarakat bertambah akan hal tersebut.
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Lampiran 4: Data Penelitian Tahun 2019 
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Lampiran 5: Data Penelitian Tahun 2020 
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Lampiran 5 – “Lanjutan” 
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Lampiran 6: Data Penelitian Tahun 2021 

DATA RETRIBUSI DAERAH DAN PAD 
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Lampiran 7: Efektivitas Retribusi Daerah 

Hasil Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat 

Tahun 2017-2021 

Tahun 

 

Efektivitas Retribusi Daerah 

 

Persentase  

(%) 

Kriteria 

2017 

 

               

               
       

56,18 Tidak 

Efektif 

2018 

 

              

             
       

74,78 Kurang 

Efektif 

2019 

 

              

             
       

77,67 Kurang 

Efektif 

2020 

 

             

             
       

92,35 

Efektif 

2021 

 

             

             
       

77,61 Kurang 

Efektif 
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Lampiran 8: Kontribusi Retribusi Daerah 

Hasil Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat 

Tahun 2017-2021 

Tahun 

 

Kontribusi Retribusi Daerah 

 

Persentase  

(%) 

Kriteria 

2017 

 

               

               
       

3,24 Sangat 

Kurang 

2018 

 

              

               
       

4,72 Sangat 

Kurang 

2019 

 

              

               
       

4,77 Sangat 

Kurang 

2020 

 

             

               
       

4,35 Sangat 

Kurang 

2021 

 

             

               
       

4,38 Sangat 

Kurang 
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